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Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik 

sangat penting sebagai suatu upaya untuk menjamin hak-hak korban sebagaimana 

yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, 

perlindungan hukum bagi korban yang diberikan oleh Pengadilan dikesampingkan 

dengan menjadikan korban sebagai saksi untuk memberikan terjadinya tindak 

pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana 

bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik 

terhadap Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg, serta upaya yang dilakukan untuk 

terlaksananya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama 

baik dalam Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg.  

Metode dari penelitian ini ialah metode penelitian yuridis nornatif yang 

berdasarkan pada Undang-undang dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis 

aturan hukum yang berlaku, serta norma yang seharusnya diterapkan. Sumber 

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier serta analisis secara perspektif normatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum 

bagi korban pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg 

belum terlaksana dengan baik, korban berhak untuk mendapatkan haknya yang 

sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan 

Korban. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan kepada 

korban pada Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg, belum terlaksana dengan 

baik, hanya dapat menjadikan korban sebagai saksi untuk melengkapi alat bukti dan 

memberikan keterangan terjadinya tindak pidana.  

Disarankan kepada Hakim agar menjatuhkan sanksi yang lebih berat 

kepada pelaku. Jaksa Penuntut Umum hendaknya mengajukan tuntutan hukum 

kepada pelaku tindak pidana dengan tuntutan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan 

agar pelaku mendapatkan efek jera akibat dari perbuatannya. 
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Legal protection for victims of defamation is crucial as an effort to 

guarantee their rights, as stipulated in Article 5 of Law Number 31 of 2014 in 

conjunction with Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim 

Protection. However, the legal protection provided by the courts for victims is 

disregarded by making victims witnesses to the occurrence of the crime. This study 

aims to determine and explain the form of legal protection for victims of criminal 

acts of defamation against Decision Number 276/Pid.B/2023/PN Plg, as well as 

efforts made to implement legal protection for victims of criminal acts of 

defamation in Decision Number 276/Pid.B/2023/PN Plg. 

The method used in this research is a normative legal research method 

based on the law, with the aim of examining and analyzing applicable legal 

regulations and the norms that should be applied. The legal sources used in this 

research are primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as analysis 

from a normative perspective. 

The results of this study indicate that the regulation of legal protection for 

victims of defamation in Decision Number 276/Pid.B/2023/PN Plg has not been 

implemented properly, victims have the right to obtain their rights in accordance 

with those regulated in the Witness and Victim Protection Law. The form of legal 

protection provided by the Court to victims in Decision Number 

276/Pid.B/2023/PN Plg, has not been implemented properly, can only make victims 

as witnesses to complete evidence and provide information on the occurrence of 

criminal acts. 

It is recommended that the judge impose a heavier penalty on the 

perpetrator. The public prosecutor should file a lawsuit against the perpetrator of 

the crime with a higher sentence. This is done to ensure the perpetrator receives a 

deterrent effect from their actions. 
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